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KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/111.3.1//e225 /2021

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

Menimbang . a. bahwa dengan berkembangnya keterbukaan informasi publik periu
disusun daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan RSUP
dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang
bermutu tinggi, Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji
Tirtonegoro Nomor HK.02.03/111.3.1/14465/2020 tentang Daftar
Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji
Tirtonegoro Klaten perlu disesuaikan dengan perkembangan
keilmuan dan teknis kebutuhan pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama
tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP
dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

7 Peraturan Menteri ........



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar
Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1206);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 42 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji
Tirtonegoro Klaten;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/346/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

11. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
5/110/KES/PMDN/2018 tentang lzin Operasional Rumah Sakit
Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai Rumah Sakit Umum
Pusat Kelas A.

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik;

2. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/111.3.1/ 12021
Tentang Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di
Lingkungan RSUP dr. Soeradiji Tirtonegoro Klaten.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI
TIRTONEGORO KLATEN.

Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP
dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan kategori dokumen sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradiji Tirtonegoro
Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan
atau diberikan kepada pemohon informasi.

Dalam hal terdapat dua jenis informasi dalam suatu dokumen, Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menghitamkan atau
mengaburkan bagian-bagian yang merupakan kategori informasi yang
dikecualikan.

Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan,
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah
Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/ atau Pimpinan
Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh
undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.

KELIMA .........



